
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1439, 2017 KEMENHUB. Penataan dan Evaluasi Organisasi. 

Pencabutan.  

 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 106 TAHUN 2017 

TENTANG  

PEDOMAN PENATAAN DAN EVALUASI ORGANISASI DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  :    a.  bahwa untuk menciptakan penataan dan evaluasi 

organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan yang 

efektif dan efisien serta guna mewujudkan organisasi 

yang profesional, responsif, adaptif, inovatif, dan memiliki 

kemandirian dalam pengelolaannya perlu ditetapkan  

pedoman penataan organisasi di lingkungan Kementerian 

Perhubungan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Perhubungan tentang Pedoman Penataan dan 

Evaluasi Organisasi di Lingkungan Kementerian 

Perhubungan; 
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Mengingat   :    1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman 

Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi 

Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum; 

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang 

Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi 

Kelembagaan Pemerintah; 

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor PM 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 816); 
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9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor 108/1995 tentang Pedoman Perumusan 

Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural di Lingkungan 

Departemen; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN 

PENATAAN DAN EVALUASI ORGANISASI DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. 

 

Pasal 1 

Pedoman 16 Oktober 2017di lingkungan Kementerian 

Perhubungan tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 2 

Pedoman Penataan dan Evaluasi Organisasi di lingkungan 

Kementerian Perhubungan digunakan sebagai acuan bagi 

satuan organisasi dalam melaksanakan penataan dan evaluasi 

organisasi di lingkungan unit kerjanya masing-masing. 

 

Pasal 3 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Kementerian 

Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 4 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 16 Oktober 2017 

 

MENTERI PERHUBUNGAN  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

BUDI KARYA SUMADI 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 16 Oktober 2017 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA,   

 

             ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 

 

 

 

 

 

No. Proses Nama  Jabatan  Tanggal Paraf 

1.  Disempurnakan Yennesi Rosita Kabag Pert Trans Udara dan Multimoda   

2.  Diperiksa Wahju Adji H Kepala Biro Hukum   

3.  Diperiksa Hary Kriswanto Kepala Biro Kepeg. dan Org.   

4.  Disetujui Sugihardjo Sekretaris Jenderal   
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LAMPIRAN  

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  

TENTANG 

PEDOMAN PENATAAN DAN EVALUASI 

ORGANISASI DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Penataan dan evaluasi organisasi merupakan pekerjaan besar yang 

memerlukan perencanaan dan pemikiran yang komprehensif serta waktu 

dan sumber daya yang cukup.  

 

Agar penataan dan evaluasi organisasi dapat berjalan efektif dan efisien, 

maka perlu diatur hal-hal pokok yang berkaitan dengan penataan dan 

evaluasi organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan yang 

dimulai sejak tahap persiapan hingga tahap penetapannya. 

 

Usulan penataan organisasi yang akan diajukan harus memuat secara 

rinci gambaran mengenai aspek-aspek utama yang harus ada dalam 

usulan penataan yang meliputi latar belakang, tujuan, sasaran, beban 

kerja, gambaran organisasi saat ini, landasan hukum, kondisi organisasi 

yang diinginkan dan dituangkan dalam bentuk tulisan naskah 

akademik, yang dilengkapi dengan rancangan Peraturan Menteri 

Perhubungan tentang organisasi dan tata kerjanya.Usulan ini akan 

menjadi dasar bagi penilaian dan pembahasan penataan organisasi 

dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
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